S R
N
| i ""f}:"./ 'x”

PEDOMAN

PELAKSANAAN

PENERAPAN PROGRAM
ANTI PENCUCIAN UANG
(APU) DAN
PENCEGAHAN
PENDANAAN
TERORISME (PPT)

e g
e %ﬂ 0 jf

PT ASURANSI BRI LIFE
2020

7
B

L




BRIlife

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KOMISARIS DAN DIREKSI

NOKEF: 5.01-DEKOM/TINO20
NOKEP: 5.059-DIR/KEP/I11/2020

Tentang

Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

PT Asuransi BRI Life

Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi BRI Life
Menmbang & bahwa dengan semakin meningkainya kompleksitas aktivitas,
produk, dan teknologi informas:, maka risiko pemanfaatan PT
Asuransi BRI Life sebagar sarana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme semakin terbuka:

b. bahwa dengan adanyva dinamika nasional, regional, dan global,
maka perlu dumbangi dengan peningkatan kualitas penerapan
manajemen risiko yang terkait dengan penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APL dan
PPT),

¢. bahwa telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
No23/POJK.01/2019, tanggal 30 September 2019 tentang
Perubahan atas POJK No 12ZPOJK 01/2017 tentang Penerapan
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme di sektor Jasa Keuangan,

d bahwa sehubungan dengan butir a b, dan ¢ di atas, maka dipandang
perlu untuk melakukan perubahan Pedoman dan Prosedur
Penerapan Program Anti Pencucian Usng dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme { APL! dan PPT)

KANTOR PUSAT

PT. Azurarai BHI lde

Graha Irema it M, 2,5, 7,8 5 10,11, 15

Il HR Raauna Said Blok X1 K. 1:3 lakaeta 13950
Lall Carad Rs00-par

Telepan (021} 526-1360, 5361261

Fax MIT1} 526-13%6, 536 FAT7
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Mengingat |, Undang-Undang MNo.8 Tahun 2010, tanggal 22 Oktober 2010
tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang;,

2. Undang-Undang No.9 Tahun 2013, tanggal 13 Maret 2013 tentang
Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan
Teronsme,

3. Undang-Undang No 40 Tahun 2014, tanggal 17 Okiober 2014
tentang Perasuransian,

4. Peraturan OJK No 12/POJK 01/2017, tanggal 21 Maret 2017
tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan,

5. Surat Edaran OJK No 37/SEQJK.05/2017, tanggal 17 Juli 2017
tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuwangan
Non Bank,

6. Peraturan OJK No 23/POJK 01/2019, 1anggal 30 September 2019
tentang Perubahan atas POJK No IZ/POJK.01/2017 tentang
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan,

1. Akta Pendirian Nomor 116 tanggal 28 Oktober 1987, yang dibuat
dengan Akta Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, disahkan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor C2.6645 HT.01.01 TH.88 tanggal 02 Agustus
1988 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71
tanggal 04 September 1990, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 3188 Tabun 1990, Telah mengalami
beberapa kahh perubahan, Perubahan Anggaran Dasar terakhir
dimuat dalam Akta Nomor: 31 tanggal 23 Februari 2017 dibuat ? )

HANTOR PLSAT

Y. Anuranas BR| e
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hadapan Nyonya Dahlia, Sarjana Hukum, Pengganti dari Nyonya
Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, MNotans di Jakarta, yvang telah
memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai sural nomor, AHLLAH 01.03 0088684
tanggal 27 Februari 2017, vang Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam
Sisrminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai surat nomor. AHU-AH 01 03-0088684
tanggal 27 Februari 2017,

8 Surat Kepuiusan Bersama Komisaris dan Dircksi PT Asuransi
Bringin Jiwa Sejahtera Nokep: S 05 1-DIRMR/VL2016 tanggal 30
Juni 2016 tentang Kebijakan Umum Mansjemen Risiko PT
Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera,

O, Surat Keputusan Direksi Nokep: S 015/DIR/DMR/ERM/I2019
tanggal 6 Februari 2019 Tentang Risk Appetite Statement Tahun
2019 PT Asuransi BRI Life;

10. Surat Edaran Dirkesi NOSE: 5, 029%DIR/KER/XII2019, tanggal
19 Desember 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian
Uang Dan Pencegahan Pendanaan Teronsme (APU dan PPT)
Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko (Risk Based Approcch)
PT Asuransi BRI Life.

MEMUTUSKAN

Mencabul Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi Nokep: 5.05-
DEKOM/TX/2017 dan Nokep: S 176-DIR/KEP/PMN/IX2017 tanggal
12 September 2017 Temang Pedoman Pencrapan Program Prinsip
Mengenal Nasabah (PMN), Anti Pencucian Uang (APU), dan
Pencegahan Pendanaan Teronsme (PPT) PT Asuransi BRI Life

Menetaphan. a‘ . jﬂ‘

£}
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Menetapkan : Sorat Kepotusan Bersama Komisaris dan Direksi tentang
Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Usng
(APL) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Asuransi
BRI Life.

Pasal |
Pedoman Pelaksanonn Pencrapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme (PPT) merupakan ketentuan vang mengatur tentang pedoman dan prosedur setiap unit
kerja vang berhubungan dengan penerimaan nasabah maupun transaksi nasabah PT Asuransi
BRI Life

Pasal 2
Seluruh pejabat, pekerja, dan petugas penjualan wajib melaksanaken dan memastikan
pelaksanaan Pedoman im sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3
(1} Dengan berlakunya Surat Keputusan Bersama ini, maka segala sesuatu yang bertentangan
dengan Surat Keputusan Bersama ini dinyatakan tidak berlaku
{2} Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan Bersama ini akan diatur dalam ketentuan

tersendiri

(3)Surat . JH ; J'_?,n"“

KANTOR PLUSAT

PT. Asdrandi BRI e
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{3} Surat Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Apabila di kemudian han
ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan Bersama, ini akan dilakokan
pembetulan dan atau penyempurnaan seperlunya.

Ditetapkan di . lakarta
Pada tanggal 31 Maret 2020

PT Asuransi BRI Life
3’ QKDMISAH.ISM DIREKSI ~
Eml

T

1 rin i i Coatot M. TrIEI_Iggi
Komisaris Direktur

Yih Kepala SKAL Akiuans Perusahaan,
Yth Kepala Divisi dan Jabatan Setingkat PT Asuransi BRI Life:

1
2
3. Yth Business Regional Head, Senior Area Manager PT Asuransi BRI Life;

E

Yth, Dewan Komisaris PT Asuransi BRI Life;

|
2. Yth Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi BRI Life;
3 Yth Direksi PT Asuransi BRI Life;
4, Arsip
KANTOR PUSAT

T, Asuransi BRI lde

Graha lrama Lt &4, 2,5, 7. 8,9, 19 41 15

I H. R Rauna Said Blok %1 Kav. 1-2 Makarta 12950
Call Ceiras - 1500-D87

Telppos {OZI} 536- 1260, S4B 1181

Fax [1ird ] EIE.1250, 526-1472
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LEMBAR PERSETUJUAN DIREKSI
PT ASURANSI BRI LIFE

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PROGRAM ANTI
PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME (PPT) PT ASURANSI BRI LIFE

?Jﬂhm 31 Maret 2020 /.-

j DIREKSI

Catot M, Trisnadi Khairi Setiawan
Direktur Utama Direktur

EANTOR PUSAT

PT. Asurarsi BAI I

Graba Iramalli 8, 2, 5, 7, B, 9 10, ¥4, I5

B HA Rasuns Sakd Blok K] Kaw, 1-2 iskaia 12050
Cab Camigr ~ §500-087

Tl pen 31} 526-1260. 536-1261

Fax (071} 526- 1258, 5761472
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LEMBAR PERSETUJUAN KOMISARIS
PT ASURANSI BRI LIFE

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN
UANG {APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PFT)

PT ASURANSI BRI LIFE

Jakarta 31 Maret 2020

d-iJEWAH KOMISARIS
Mulabasa H rat Siswarin Dwi Hendarsapti
Komisaris Independen Eomisaris
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LEMEBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PT ASURANSI BRI LIFE

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PROGRAM ANTI
PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME (PPT) PT ASURANSI BRI LIFE

i Jakarta 31 Maret 2020 -

av DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Afley

Dewan Pengawas Syariah Dewan Pen

i, AAALL FIIS

Hj, Siti Haniatunnisa, LLB, MH

Dewan Pengawas Syariah

HANTOR PLISAT

L. Asurang BR| s

Graha lrgmmm ki M, 7,5, 7, 8.9, 10, 11, 15

Il, H R, Rasure 3aid Blok X-1 Kaw 1-1 Jakerta 17950
Cal Cenger | 1SO0-08T

Telegan (623 SR6-1H0 S3E-1261

Fis [C2h) 536-1254, 821472
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Proteas Mawa Depan Terperiiyn
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dari Asuransi Jiwa dan Produk Investasi Lain Terkait Polis Asuransi.. ... ... ... 28
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51 Enhanced Dwe Dilligence (EDD) Terhadap Calon Nasabah / Nasabah Berisiko Tinggi ... iz
52 Enhanced Due Dilligence (EDD) Terhadap Penerima Manfaat (Beneficiary). ... ... ... .. 33
BAE VI PENOLAKAN TRANSAKSI DAN PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA ......ccoovvnnenrernses 35
BAB VII PEMANTAUAN DAN PENGKINIAN...... e e e ey s 37
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7.2 Pengkinian Data Masabah ... ... . . 38
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SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN ....... s P 39
g1 Pengendalian Internal ... ... .. .. .. 19
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BAB |
PENDAHULUAMN

L1 Latar Belakang
Pada perusshaan asurons: jiwa, terdapat produk asuransi unithnk vang sangal rentan
terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan/atau pendanaan
terorisme. Karena pada produk asurangi tersebutl terdapal nilai investasi dan terbuka
kesempatan pemegang polis melakukan transaksi top up tanpa lomit

...  Landasan Hukum
Perusahaan dalam menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan  Pencegahan
Pendanann Terorisme (APL dan PPT), mengacu pada
1. Undang-Undang No 8 Tahun 2010, tangeal 22 Okiober 2010 tentang Pencegahan &

Pamberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Mo.9 Tahun 2013, tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencepahan &

Pemberanmasan Tindak Pidana Pendanaan Teronsme;

3, Undang-Undang No 40 Tahun 2014, tangeal 17 Oktober 2014 tentang
Perasuransian;

4. Peraturan OJK No 12POJK 012017, tangegal 21 Maret 2017 tenlang Penerapan
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teronsme di sektor Jasa
Keuangan,

5. Surat Edaran OJK No 3T/SEQJK 05/2017, tanggal 17 Jub 2017 tentang Pedoman
Penerapan Program Ant Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di
Sektor Industn Keuangan Non Bank;

. Peraturan OJK No 23/POJK 01,2019, tanggal 30 September 2019 entang Perubahan
alas POJK No 1 2Z/POIK 012017 1enang Penerapan Program Anti Pencucian Llang
dan Pencegahan Pendanaan Teronsme di sekior Jasa Keuangan:

7. Sural Edaran Direksi NOSE: S, 029/DIR/KEP/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019
tentaniz Penerapan Program Anti Pencucian Usang Dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme (APU dan PPT) Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko (Rivk Boved
Approach) PT Asurans: BRI Life

Pedoman Pelalsanaan Penerapan Asr Pencician Unngl AP jEPescegahan Pendanaan Terorisme] PET) Page 1
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1.3, Tujuan

Tujuan dilakukan penvempurngan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Ann

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teronzsme (APU dan PPT) PT Asuransi

BRI Life imi adalah:

. Sebagai peroujudan implementasi Cood Corporare Governance (GCG) di bidang
Penerapan Program APU dan PPT di Perusphaan sesual dengan peraturan
perundang-undangan terbaru;

2 Sebagai pedoman dalam Penerapan Program APU dan PPT di Perusahaan;

3 Menapiakan terub dan disiplin bag setiap ingan Perusahasn dalam melaksanakan
tugas dan fungsi masmng-masing bidang tugasnyva, serta kepatuhan terhadap
Penerapan Program APU dan PPT di Perusahaan

1.4. Ruang Lingkup
Untuk mencegah Perusahaan digunakan sebagal sarana tndak pdana pencucian usng
danfalan pendanaan teronsme, maka Perusahasn perlu menerapkan Program Anh
Pencucian Uang {APU) dan Pencegahan Pendanaan Teronsme (PPT) secara memada
Adapun Penerapan Program APU dan PPT tersebut mencakup hal-hal sebagai benkut:
|. Penerapan Program APU dan PPT wapb diterapkan Perusabaan dalam melakukan
hubungan usaha dengan pengguna jasa (Nasabah dan/atau Calon Nasabah);
2 Program APU dan PPT merupakan baman dan penerapan manajemen nsiko paling
kurang mencakup:
a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Konusans;
b Kehijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT;
¢ Pengendalian Indernal,
d. Sistem Informasi Manajemern,
g Sumber Dava Manusia dan Pelatihan
3 Pedoman pelaksanaan Penerapan Program APU dan PPT paling kurang mencakup:
a Penpgelolaan risiko pencucian vang dan‘stau pendanaan lerorisme berdasarkan
pendekatan  berbasis rnsike (Risk  Haved Approach) terkait  Calon
Masabah/Masabah, area geografis, produk. jasa, dan transaksi, sera janngan
distnbusi {delivery channels),

Pesdoman Pelakmanzan Penerapan Ant Pencucian Dang] AP J&Pencegahan Perdanaan Teror sme| PPT) Page 2 .
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b, Custerner Due Dilligence (CDDY dan'staw Enhanced Due Dilligence (EDDY

terhadap calon Nasabah dan/atau Nasabah;
Penutupan hubungan usaha atau penclakan ransaksi,

d. Pemehharaan data vang akurat terkait dengan transaks), penatausahasn proses

CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur,
Pengkinian dan pemantauan:

Pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan

dan prosedur Penerapan Program APLU dan PPT;
g Pelaporan kepada OJK dan PPATE.

4. Pedoman pelaksanaan i disusun dengan memperumbangkan fakior teknolog

informasi vang berpolenss  disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau
pendanaan teronsme. Disamping itu, jika Perusahasn mengeluarkan produk dan
aktivitas baru. maka Perusahaan wajib melakukan identifikas:, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko terjadinva pencucian uang atau

pendanaan eronsme dan:

4 Pengembangan produk dan aknvitas baru lermasuk pelaksanaanmya:

b. Penggunaan atau pengembangan teknolog baru uniuk produk dan aktivitas bar

I-IEI' PHFT“EI'

i

3

Beneficial (wmer adalah setiap orang vang merupakan penulik dan dana vang

ditempatkan pada polis asuransi, mengendalikan transaksi, memberikan kuasa

untuk melakukan tronsaksi, mengendalikan korporagi atau penkatan lmnnva

(lepal arrangemens). dan/atau merupakan pengendah akhur dari transkasi yvang

dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Customer Due Diligence selanjuinva disebut CDD adalah proses identifikasi

Calon Tenanggung dan/atau verifikasi atas dokumen pendukungnya uniuk

a Mengetabui  adanva kemungbmnan  hal-hal wvang wdak  wojar  atau
mencurigakan atas transaks) vang dilakukan Calon Tertanggung,

b. Memastikan kebenaran dokumen Calon Tertanggung apabila terdapat
kecunigaan atas dokumen vang diterima:

¢ Seria melakukan penelashan mengenai Beneficial Owner{BO).

Enhancedd Due Diligence selanjunva disebut EDD adalah proses verifikas

vang lebih ketat terhadap Calon Tertanggung dan Beneflcial Owner (BO) va.n?b

Pedomin Pelaleanaan Penerapan Anti Pescucian Uang| APLERencegaban Pendanaan Terorisme{PFT) Page 3
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dianggap dan‘mau diklasifikasikan mempunval nsiko tngg terhadap prakuk
pencucian wang danfatau nsiko unggl terkml dengan pendanaan  kegiatan
leronsme;

4 High Risk Countries adalah negara atay tenton vang potensial digunakan sebagai
tempal terjadinva alap sarana lindak pidana Pencucian Uang, dilakukannva undak
pidana  asal (predicafe crime), don‘atan dilakukannva  akivitas  pendanaan
kegatan teronsme;

5 High Rixk Customer adalah Nasabah vang berdasarkan latar belakang, identitas,
dan nwavatnva dianggap memilikh nsiko tinggy melakukan kegiatan terkat
dengan tindak pidana pencocian wang dan‘atau pendanaan terorisme,

fi.  (Orang Yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person) selanjutmya
disebut PEP adalash orang vang diber kewenanpan uniuk melakukan fungsi
penting (prommment  funciion) oleh negara alan  orpanisasi  inlermasional,
diantaranva adalsh penvelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan vang mengatur tentang penvelenggaraan negara, dan/atau
orang vang tercalal atau pemah lercatsl sebagal angaola partai politik vang
memuhiki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional parta pobitik, baik vang
berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing;

7. Pejabat Semior adalah Pekerja vang disngkat oleh Direksi dan diberikan
kewenangan untuk melakukan seleksi nsiko calon nasabah/nasabah dan menmiiki
leve] jabatan tertentu;

5 Pemblokiran adalsh undakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk,
penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, alau pergerakan dana untuk
jangka wakiu terteniu:

9 Pencucian Uang adalah proses mengaburkan keberadasn sumber dana degal,
aiatn hasil pengrimaan vang berasal dan aktivitas knminal dan bagian dan
rangkman proses menvamarkan sumber dana untuk membuat sealah-alah memadi
legal.

1. Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menvediakan,
mengumpulkan, memberikan, atan meminjamkan dana, baik langsung maupun
udak langsung, denpan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahw akan
dipunakan uniuk melakukan kegiatan teronsme, organisas: erons, alau terons,

11, Perusahaan adalah PT Asuransi BRI Life. 7,

S —— : _ﬂ}ﬂ.
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12 Petugas Khusus (Pervon fn Charge) selanjuinva disebut PIC adalah petugas di
winl kerja pendukung bisms vang diunjuk oleh Direks: untuk membaniu
pelaksanaan tupas penerapan program APU dan PPT,
13 Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran semata nuklir, bolog,
dan kimia;
14 Tramsaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaks) keuangan vang
a  menyimpang dan profil, karaktenstik, atau kebwmsaan Pola Tramsaks
Tertanggung vang bersangkutan,

b pann diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindan pelaporan vang
difakukan oleh Perusahaan Perasuransian. alau

¢, dilakukan atsn batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan vang
diduga berasal dan hasil nndak pidana,

d.  diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan
vang diduga berasal dan hasil indak pidana

4

[
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Direksi dan Dewan Komisans Perusahaan bertanggung jawab atas pengawasan aktf terhadap
penerapan program APU dan PPT, Untuk membaniu pelaksanaan tanggung jawab Direksi dan
Dewan Komisans tersebut, Perusahaan wajib membentuk Unit Kerja Khuses atau menunjuk
pejabal penanggung jawab penerapan program APU dan PPT. Pejabat tersebut hanva dapa
meranghkap untuk melaksanakan fungsi manajemen nsiko dan/atau fungs: kepatuhan

2.1.  Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
21.1 Pengawasan Akuf Direksi

Dalam melaksanakan penerapan program APU dan PPT, Direksi khususnya

Direkiur Kepatuhan melakukan pengawasan akuf paling kurang melipun

a  Memastikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan
program APL dan PPT;

b Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis vang bersifat strategis
mengenal penerapan program APL dan PPT kepada Dewan Komisaris,

¢ Memastikan penerapan program APL dan PPT dilaksanakan sesuai dengan
kebijakan dan prosedur tertulis vang telah ditetapkan,

d  Membentuk uut kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat vang bertanggung
jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;

e Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan
program APU dan PPT!

f  Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur temulis mengenai penerapan
program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan
produk, jasa, dan teknologi di sekior jasa keuangan serta sesusi dengan
perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Teronsme; dan

g Memastikan bahwa seluruh pegawai dan petugas penjualan telah mengikui
pelanhan yang berkaitan dengan pencrapan program APU dan PPT secara
berkala

2.1.2 Pengawasan Akl Dewan Komisaris
Pengawasan aklif Dewan Komisans terhadap penerapan program APLU dan PPT

paling sedikit mencakup: :
e ———————————————————— ‘-""—
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a Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU
dan PPT vang dinsulkan oleh Direksi:

b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhodap
penerapan program APL dan PPT, dan

¢ Memastukan adanva pembahasan terkan pencucian uang dan/atau pendanaan
teronsme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisans

1.2, Pemanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT
Diireksi wajib membentuk unt kerja khusus dan/atay memunjuk Pejabal penanggung
jawab penerapan program APU dan PPT di Perusahaan. Umit kerja khusus don/atau
pejabat vang ditunjuk tersebut merupakan bagian dari struktur organisasi Perssahaan dan
bertmggungawab kepada Direksi Pejabat penanggung jawab penerapan program APU
don PPT di Perusahaan wapb bersifal mdependen dan hanva dapal meranghkap untuk
melaksanakan fungsi manajemen risiko dan‘atan fungsi kepatuhan

221, Tupas

Tugas Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT meliputi:

a Menganalizis secara berkala pemlmian nsiko tndak pidana Pencocian Uang
dan/atau tindak pidana Pendanaan Teronsme tlerkail dengan Nasabahnya
negara atau area peografis, produk, jasa, transaksi ataw jannmgan distribusi
{delivery charnaels).

b. Menvusun, melakukan pengkmsan, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur
pencrapan program APU dan PPT vang telah disusun untuk mengelola dan
memiligasi nsiko berdasarkan pemlaian nsiko scbagaimana dimaksud pada
huruf a, untuk dimintakan perumbangan dan persefujuan Direksi;

¢ Memastukan adanva sistem vang dapat mengidentifikas:, menganalisis,
memantau, dan menvediakan laporan secara efekif mengenm karakierisuk
transaksi vang dilakukan oleh Nasabah,

d Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur vang disusun schagaimana
dimaksud dalam huruf b ielah sesuai dengan perubahan dan perkembangan
vang melipoti antara lain produk, jasa, dan teknolog, kepiaian dan

E !;]p..
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kompleksiias usaha, volume transaksi, dan modus Pencucian Uang dan/atau
Pendanaan Teronsme:

& Memastkan hahwa formuobr vang  berkaitan dengan Nasabah 1elah
mengakomodas: data vang diperlukan dalam penerapan program APL! dan
PPT,

f. Memantau pelaksanaan transaksi Nasabah;

g Melakukan evaluai terhadap hasgil pemantanan dan analisis transaksi Nasahah
untuk memastkan ada atau ndaknva Transaks: Keuangan Mencungakan,

h. Menatausahakan hasil pemantouan dan evaluns:;

..  Memastikan pengkinian data dan profil Nesabah serta data dan profil
transaks: Masabah;

). Memastikan hahwa kegiatan usaha vang bensiko btngm terhadap tindak
pidana Pencucian Uang dan/stau tindak pidana Pendanaan Terorisme
dudentifikas secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur penerapan
progran APU dan PPT,

kK Memastikan adanva mekamsme komumkasi vang baik dar setap unit kerja
terkail kepada pejabat vang bertanggung jawab terhadap penerapan program
APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan
ketentuan anti fppirg-off.

| Melakukan pengawasan terkait pencrapan program APU dan PPT terhadap
unit Kerja terkai,

m. Memastkan adanyva wentifikas: area vang bensiko tinggi vang terkait dengan
penerapan program APL! dan PPT dengan mengacu pada ketenfuan peraturan
perundang-undangan dan sumber informas vang memadai;

n. Menenma, melakukan anahisis, dan menvusun laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan vang disampaikan oleh unit kerja terkoait,

0. Menyusun laporan transaks keuangan mencunigakan danvatau transaksi
kevangan tunm {apabila ada);

p. Memasukan seluruh kepiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT
terlaksana dengan baik,

q Memaniau, menganaliis, dan  merckomendasikan  kebutuhan pelatihan

tentang penerapan program APL dan PPT bagi pejabat, pegawai, dan petugas
penjualan

M~
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Wewenang

Penanggung jawab penerapan program APL dan PPT mempunvai wewenang

paling kurang meliputi;

a Memperoleh akses terhadap mformasi vang dibutubkan vang ada di seluruh
umil arganisasi perusahaan;

b. Melakukan koordinas: dan pemantawsn térhadap penerapan program APU dan
PPFT oleh unn kerpa terkait,

¢ Mengusulkan peaba dan‘atau pegawal unit kena terkann untuk membantu
penerapan program APU dan PPT,

d Melaporkan Trangaks: Keuangan Mencungakan dan/atan Transake Keuangan
Tuna (apabita ada) vang dilakukan oleh Direks:. Dewan Komisans, dan/atau
phak terafiliasi dengan Dircksi atau Dewan Komusans, secara langsung
kepada PPATE.

3. Person In Charge (PIC) Pencrapan Program APU dan PPT
Pejabat Penanggung Jawab penerapan program APU dan PPT dibantu oleh Person fn
Charge (PIC) di Unit Kerja terkait vang telah ditunjuk oleh Direks: secara ex-officio.,

Tugas Person fn Charge (PIC) Penerapan Program APU dan PPT di unit kerja terkait di
luar Divisi Kepatuhan dan Legal vaitu sehagm berikut:

£

Memastikan sistem informasi dan prosedur identifikam Nasabah yvang memada
sesuas ketentuan regulator;

Memastikan bahwa formulir vang berkaitan dengan Masabah telah mengakomodas
data yang diperlukan dalam penerapan program APL dan PPT,

Memantau profil Nasabah, aktivitas transaksi polis, pelaksanaan transaks: Masabah
dan pensrima maniaal;

Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Divisi Kepatuhan dan Legal.
Menvusun rencana pengkinian data Nasabah selama | (satu) tahun kedepan di akhir
fahun berjalan dan melaporkan rencana pengkiman data di awal tshun berjalan
kepada Divisi Kepatuhan dan Legal,

Pedoman Pelakmanaan Penerapan Anti Pencocias Tang] AP EPenoegahan Pendanaan Terorisme] P Page 9
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6, Melakukan pengkinian data Masabah dan melaporkan realisasinva selama | (saiu)
tahun berjalan kepada Diviss Kepatuhan dan Legal di awal tabun benjalan:

7. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencunigakan kepada Divisi Kepamuhan dan Legal,

#. Melaporkan data nasabah baru setiap tangeal 5 (lima) bulan berjalan ke Divisi
Kepatuhan dan Legal:

9. Melakukan pengisian guesioner contrel effectivenesy pada sistem Risk Based
Approach (RBA) APU dan PPT.

Pedoman Pelaksanaan Penerapan Anti Fencuoian Lang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PET)  Page 10
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BAR IN
PENGELOLAAN APU DAN PPT BERDASARKAN PEDEKATAN BERBASIS RISIKO
(RISK BASED APPROACH)

3.1. Kebijakan Pendekatan Berdasarkan Risiko

1. Perusshasn wapb mengidentifikasi, menilai, dan memahami risikoe Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPL) dan‘atau Tindak Pidana Pendamaan Terorisme (TPPT)
lerknil dengan nasabah, negaraarea geogralis, produk, jasa, transaksijaringan
distnbusi {delivery channelz) seria kewajiban uniuk:

2  Mendokumentasikan penilaian nsiko;

b Mempenimbangkan seluruh faktor nsiko vang relevan sebelum menetapkan
tingkat keseluruhan nsiko, serta tingkat dan jems mitigasi nsiko vang memada
untuk diterapkan;

¢ Mengkinkan penilaan nako secara berkala, dan

d  Memiliki mekanisme vang memadai terkan penvediaan informasi pemiaan
ristko kepada instansi berwenang

2. Penilmian nsiko sebapaimana dimakswd pada poin (la) wapb mengacu pada
penilaian nsiko Indonesia terhadap tndak pidana pencucian uang dan tindak pidana
pendanaan terorisme secara nasional {National Risk Assessment) dan secara sectoral
(Sectoral Risk Assessmens).

3. Adapun 4 {empat) fakior nsiko vang dapat memngkatkan nsiko tindak pdana
pencucian uang dan/atau pendanaan teronsme vaitu sbh:
a Nasabah

Perusahaan harus mengkategonkan nasabah  berdasarkan  nngkal  nisiko,
Beberapa katesgori nasabah vane aktivitasnva dapat dundikasikan memilik

nsiko tingg antara lain

MNasabah vang melakukan hubungan usaha atan transaksi vang tidak wagjar
atau ndak sesua dengan profil nasabah:

Masabah korporasi yang  struktur  kepermbkannva  kompleks  dan
mernmbulkan kesulitan untuk dondentifikasi siapa vane menjadi pemihk
manfaat (Beneficid Cwner), pemilik akhir (ufimare owwner), atau
pengendali akhir (udnimare conrroller) dan korporasi;

Masabah vang mencar atay menenma produkfjasa’transaksi vang tidak
sesunl dengan kebutuhan atau ndak menpuntungkan nasabah tersebut.
Orgamizasi amal atsu orgamsasi non-profit lainnva vang tdak diatur dan
diawasi.

Pedoman Pelaksansan Pensrapan Antl Pencotan Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme [PPT)  Pags ] ; :
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Nassbah vang termasuk dalam kategon orang vang populer secara polins
(Perditioafly Fxposed Person/PEP) termasuk anggota keluarga atan pihak
vang terkail (close associoes) dan PEP,

MNasahah vang mana pemihik manfaatnya (Bemeficial Cwner) tdak
diketahu,

Nasabah yvang proses verifikasinya lanpa periemuan langsung (ron face fo
Jace);

MNasabsh vang mencan produk asuransi vang dapat dilunasi lebih dims,
khususnva atas bava nasabsh, atau dimana pembavaran dilakukan oleh
Pihak Keuga vang tampaknya tidak terkait atau pengambilan pembayaran
secara langsung diberikan kepada pihak ketiga lain vang seolah-olah tidak
lerkait dengan nasabah;

MNasabsh yang mengalibkan manfaat atas produk/jasa'transaks) kepada
pihak ketiga vang tidak memaliks hubungan dengan nasabah;

Masshsh vang tidak tertank pada kinerja produk mvestasi tetapi lebih
memperhankan adanva pelunasan dind atas produk tersebut;

Nasabah vang tidak bersedia membenkan data dan informasi dalam
proses wdentifikas atau nasabah vang membenikan informasi vang sangat
minim atau informasi vang patut diduga sebaga informass fikuf,

b.  Negara/Area Geografis;
Perusahaan haros mengidentifikas: ingkat ngiko dengan memperhatikan antara
lain: kedudukan kantor penjualan, dommszih nasabah, lokasi tempal ussha
nasabah, dan wilayah tujuan transaks: serta lokas: sumber dana vang masuk
untuk pembayaran premi / lop up
Penetapan nsiko berdasarkan Megara‘area geografis dapat mengacu kepada
Naniona! Rivie Ascessment (NRA) dan/atay Secroral Risk Azsevsment (SRA),

¢ ProdukflasaTransaks:;
Perusahaan harus mengidentifikasi ungkat risiko terkail dengan produk dan jasa
vang ditawarkan, termasuk transaksi vang terjadi denpan Masabah, antars lam:

Penenmaan pembavaran aiau penenmaan pemberian vang dan pihak
ketiga,

Penerimaan pembavaran dengan nilat nominal vang sangat ungg atau
bdak terbatas atau penerimaan besar dari pembmaran yvang bemmlai
nominal kecil;

Penerimaan pembavaran vang sening dilakukan, vang berada di luar
kebijakan premi vang normal’wajar atau vang berada di luar jadwal
pembavaran normal;

Penerimaan uang dan penarikan yang dilakukan pada saat kapanpun vang
dikenm aava jasa (chargers fees) terientu,

Produk vang menerima pembayaran penuh (fump-sum paymeni) vang
bermilar ingg, vang juga memilik fitur hkuiditas vang baik. dan

Produk vang memperbolehkan terjadinya pengalihan penerima manfas,

Pedoman Pelaksanaan Penerapan Anfi Pencucian Llang [APU] & Pencegahan Pendanaan Terorsme (PRT] Page 12
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d.  Janngan distnibusi (defivery channels),
Janngan disinbusi merupakan sarana vang digunakan nasabah  untuk
memparoleh suaw produk, maupun untuk melakukan suaty transaksi. Janngan
distnbusi rentan digunakan untuk mengaburkan dentitas sebenamya dan
Masabah atau Pemibk Manfaat (Heneficial Cwner). Beberapa indikator vang
dapal menyebabkan janngan distribusi (delivery chammels) bensiko tingg,
antara laim:
- Transaksi tanpa pertemuan langsung (mow face fo face),
- Penppunaan Petupas Penjualan,
- Pembehan produk/iransaksi secara onling.

4 Pemlaian nsiks TPPL/TPPT berdasarkan Pendekatan berbasis nsiko (Risk Baved
Approach) melipun
a  Penlaian Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Ratng)
- Penilaian rnisiko Perusahaan merupakan penilaian terhadap nsiko
kerentanan/kerawanan terhadap 4 (empat) fakior risiko pada poin 2.2, di
alay
- lakukan terhadap umil kera vang mengelola transaksi nasabah dan
meniliki nsiko bawaan terkait TPPU S TPPT
= Penilman nsiko Perusahaan (Emferprise Risk Rarng) diperoleh dari rata-
rals  skor Pemlman Rizstko  Unit Kerja  terhadap nsiko
kerentanan‘kerawanan TPPU/TPPT
- Penilmian dilakukan secara berkala setap tnwulan sebelumnyva yvaitu sebap
maksimal tanggal 5 bulan Januan, Apnl, Jul, Okicber tahun berjalan.
Apabila tanggal 5 berepatan dengan han libur Nasional maka penilman
dapat dilakukan di tanggal berikumyva

b,  Pemlaan Risiko Nasabah (Customer Risk Rading)

- Penilaian Risiko Masabah berdasarkan nsk rating dilakukan terhadap
seluruh nasabah individu dan non individu.

¢ Pemlman Risiko terhadap Produk Baru

5 Dilakukan terhadap produk baru vang memilik nilar investasi (umthnk )
dan/atau vang memiliki mla tuna.

5. Pemlaian risiko terdin dan 5 (lhma) klasifikasi risiko, vaiu

Klasifikasi Skor Jeniz Nasabah
Hisiko
| Sangat Tinggr | 21 <x < 2K Individu
15<x<20 Non Individu

Pedaman Pelalianaan Penarapan Antl Pencician Uang (APU) B Pencegahan Pendanaan Terorisma [PPT]  Page la JIIL



| Tinggi 14<=x=21 Individu
| 10<x<15 MNon Individu

[ Sedang tinggs 105<x<14 | Individu
75<x=10 Mon Individu

Sedang rendah T<x=103 Individu
5<x=7% Non Individu

Rendah 0<x=7 Individu
Dex<$ Mon Individu
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32, ldentifikasi Risiko Bawaan (fnherent Risk)

1. Langkah awal dalam melakukan penilaian nisiko adalah dengan mengategorikan
nasabah berdasarkan dengan ungkat nsiko.
2. Beberapa kategon MNasabah vang akiivitasnva dapat dundikasikan memiliki nsiko

tingel mencakup antara lan:

a

Pedivman Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucan Uarg] AP EPencegahan Pondanaan Terorisme]PET)

Nasabah dengan dokumen identitas sangat diragukan keabsahannya dan data /
mformas: dalam  dokumen dentitas sangat nidak sesual dengan profil
sehenarnva.

Nasabah vang termasuk dalam kmtegori orang vang populer secara politis
(poiitically expoved person PEP), lermasuk angoota keluarpa atau pihak vang
terkait (close associares) dan PEP;

MNasabah yang tercantum dalam Dafiar Terduga Terons dan Organisasi Teronis
(DTTOT) vang dikeluarkan oleh POLRI melalm OJK:

Nasahah yang tidak bersedia memberikan data dan informasi dalam proses
identifikas) atau nasabah vang membenkan informas: vang sangat minim atau
informas vang patut diduga sebagai informasi Gkul

Untuk nasabah perusahaan, komposisi permilik perusahaan mavoritas WNA dan
tdak memiliki dokumen pendukung identitas yvang sangatl tidak memadai
Orgamisasi amal atan orgamsas) non-profit lamnva vang ndak diatar dan
dhawasy;

Kegiatan usaha nasabah berupa kegialan usaha vang tergolong dalam high risk

husmess,

A
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Beberapa indikator vang menentukan sualu negard'area  geografisvunsdiksi

berisiko nnge erhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Teronsme antara lain

& Berada di Yurisdiksi vang ditetapkan berisiko tinggi dan nidak kooperanf oleh
lembaga atau badan internasional (nusal: FATF),

b. Perusahaan vang berlokas: di negara atau wilayah yang lergolong fax heaven

Beberapa indikator vang dapat meningkatkan profil nsiko produkfjasa/transaks:,

antara lain:

a  Produk asurangi vang mengandung unsur investasi dengan masa asurans janghn
pendek.

b. MNasabah melakukan transaksi (penambahan polis dan/atau lop up non regular)
vang sangal idak wajar dan tdak sesum dengan profil nasabah

Beberapa indikator vang dapat menvebabkan jaringan distribusi (delivery chanmels)

bensiko tinggi, antara lan:

& Produk asuransi vang proses venfikasinva tanpa pertemuan langsung dengan
nasabah (non face o foce),

b. Pemasaran produk asuransi melalu agen asuransi

Setelah melakukan identifikasi dan dokumemasi nsiko bawaan (inkerent risk),

selanjuinya Divisi Bisms menentukan skala pada sehap nsiko.

Unit Kerja terkait menentukan tingkat nisiko pada setiap parameter vang lelah

diidentifikas: ke dalam 5 (lima) kategon risiko, vaitu risiko rendah, sedang rendah.

sedang tinggi, tnggi, dan sangat unggs

Setiap unsur risiko vang telah dndentifikasi sebagan nsiko tingg (lermasuk risiko

sangatl timgg), harus dimitigasi dan didokumentasikan. Contoh langkah mungas:

vaitu melalu kebijakan dan prosedur ateu program pelatihan

Uniuk membaniu melakukan evaluasi pemilaian risko, ot kena werkan dapa

mengeunakan matrks kemungkinan (fikefthood) dan dampak (impecr) vang elah

diakomodas: pada sistem Risk Based Approach (RBA) APL PPT.

i3 Penetapan Toleransi Risiko

Tingkat risiko maksimum yang diterapkan oleh Perusahaan dalam menjalankan akuvitas

bismesnva sesua denmgan tngkat nmiko vang akan diambil (riek appeniie). Dalam

menetapkan toleransi nsiko, Perusahasn perlu  antara lain - mempertimbangkan

———
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kemampuannyva dalam menghadapi ancaman terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan
Terorismea, seperli batasan jumiah nasabsh berisiko tinggi dan/atau karakienstik vang
melekat pada produk benisiko tnggi, vang dapa  meempengaruhi nsiko perusahaan

secara keseluruhan.

34, Penvusunan Langhkah-langkah Mitigasi dan Pengendalian Risike

I Perusahoon elah memiliki sisiem pengendalian nsiko vang dituvangkan dalam Buku
Pedoman Operasional masing-masing umt kerja
2 Untuk nasabsh yvang berisiko tinggi, unit kerja terkast harus;
a  Melakukan pemaniauan mimimal sehap 3 (tiga) bulan ; dan
b, Mengambil fangkah vang lebih ketat dalam melakukan sdentifikasi dan
pengkinian data
3. Dengan adanva kegialan mitigasi nsiko, unit kerja terkait wagib:

2 melakukan pengloman dan penatausashaan terhadap informasi nasabah dan
pemilik manfaat (heneficial owner),

b menetapkan dan melaksanakan kegatan pemantapan berkelanjutan pada senap
tmgkatan hubungan usaha Bagi nasabah bensiko selan tnon dilakukan
secarn penodik minimal & (enam) bulan sekal: dan bam nasabsh bensiko
tinggi dilakukan mimmal setiap 3 (uga) bulan
melaksanakan mitigasi erhadap area bensiko tnggi. dan

d  menerapkan prosedur pengendalian intemal secara konsisten

3.5 Evaluasi Risike Residual (Residual Risk)

1. Risiko residual (resicheal risk) merupakan nsiko vang fersisa selelah penerapan
pengendalion internal dan mitigasi rsiko

2. Risiko ressdual (residuad risk) harus sesua dengan toleransi nisiko vang telah
diterapkan. Dalam hal nsiko residual {residual risk) lebsh besar danpada toleransi
risiko, atau dalam hal pengendahian imternal dan mungasi terhadap area bensiko
linggi tidak memadai, unit Kerja terkail wajib melakukan langkah pengurangan dan
penpendalian nsiko sebagaimana dimaksud dalam poin 3.4 dan memngkatkan level
atan kuantitas dan langkah mitigasi vang telah ditetaphkan
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pengendalian nsiko sebagmmana dimaksud dalam poin 3 4 dan meningkatkan level
atau kuantitas dan langkah mimgasi vang telah ditetapkan
3 Dengan adanva kematan evaluasi terhadap risiko residual (resraws’ Fisk). unit kerga
terkait wajib:
a. Melakukan evaluas terhadap nsiko residual vang dimihiki; dan
b. Melakukan penvesumian tingkat nsiko vang dimuliki dengan nsiko vang
ditoleransi/diterima
3.6, Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko
I. Perusahaan hames menerapkan pendekatan berbagis risiko lerhadap kegiatan atai
aktivitas usaha sehari-han seria mendokumentasikan pendekatan berbasis nsiko
vang dimiliki Kebyjakan dan prosedur ferkait pendekastan berbasis nsiko harus
dikomunikasikan, dipahami, dan dipatubi seluruh pegawar dan petugas penjualan

2 Tuuan pendekatan berbass nsitko yvatu perusahaan dapat

a  Memastikan babwa pemlaian risiko vang telah dilakukan menggambarkan
proses pendekatan berbagis risike dan juga langkah-langkah pengendalian nsiko
vang diterapkan untuk mengurangi tingkat nsiko sesum hasil identifikas,
b Melakukan pengkiman data, informasi, dan dokumen pendukung terhadap
nasabah dan permlik monfaal {Beneficial Chaner).
¢ Melakukan pemantavan vang lebih sering terhadap nasabah dengan nsiko tingg
terkant pencucian wang dan/atau pendanaan teronsme;
d  Menerapkan langkah-langkah vang memada terhadap nasabah bensiko nngm
paling sedikit meliputi:
Melakukan pemantauan letah senng;
Melakukan identifikas: lebih mendalam (Enhanced Due Dhiliipence | EDDY)
dan/atau melakukan penghinian data nasabgh,

- Melibatkan pejabat senior dalam menansani kondisi vang bensiko tnggi.
lermasuk pembenan persetujuan (akseptasi),

3 Dengan adanva pendekatan berbasis nsiko (risk-baved approach), Unit Kerja terkail
wajib:
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4 memastikan bahwa penilaian nsiko vang telah dilakukan menggambarkan
= proses pendakatan berbasis ngiko (Fisk-hased approach ),
= frekuensi pemaniauan nasabah berdasarkan risiko; dan
= menggambarkan langkah pengendalian internal vang diberlakukan untuk

mengurangi nsiko vang ielah diidennfikasi;

b. menerapkan pendekatan berbasis nsiko (risk-bayed approach);

¢ melakukan pengkinian data dan informasi terhadap nassbah dan pemilik
manfanl (heneficial owner);

d  melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha vang dimiliki.

e. melakukan pemantauan yang lebih senng terhadap hubungan usaha yang
berisiko tinggi tarkait Pencucian Uang dan Pendanaan Teronsme;

f  melakukan langkah tertentu terhadap nasabah berisiko tingei; dan/atan

g Apaila menghadam siluasi atau area bensiko tingg maka pembenan
persetujuan melakukan hubungan wsaha dibenkan oleh Pejabal Senior sesuai
kewenangan vang dibern kan.

A7.  Peninjauan dan Evaluasi Pendekatan Berbasis Risiko

1. Perusshaan harus melakukan peninjauan terhadap penerapan pendekatan berbasis
nsiko paling sedikit meliputi:
a  kebijakan dan prosedur,
b.  penilaian nsiko terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorssme;, dan
¢ program pelatihan sumber dayva manusia (bag petugas penjualan, pegawa,
dan pejabar 1eneniu)

2. Dengan adanya peninjauan pada pendekatan berbasis risiko (risk-based approach),
umit kerja terkait wagib:

a melakukan pemninjauan sesum denpan kebulhan arau dalam hal erdapa
perubahan model bisnis, akuisisi portofolio baru dan sebagaimya;

b, menghasilkan tmauan vang mencakup kepatuhan kebijakan dan prosedur,
penilajan nsiko terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Teronsme serta
program pelatihan uniuk mengui efekiivitas pesdekatan berbasis nsiko {risk-
harsedd approach),
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¢ melakukan penatausahaan terhadap proses peninjavan dan melaporkan kepada
Pejabal Semor;, dan

d. melakukan penatausahaan hasil peninjauan bersama dengan penetapan langkah
vang bersifan korekuf uniuk ditindak langun

A
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BARB IV
PROSEDUR CUSTOMER DUE DILLIGENCE (CDD)

Customer Dye Diligence (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan
pemantauan vang wajib dilakukan oleh Perusshaan untuk memastikan babwa transaks: sesum
dengan profil, karaktersuk, dan/atau pola ransaksi calon Nasabah dan/atau Nasabah

Prosedur Crustomer Due Diligence (CDD) wanb dilakukan pada sant

a  Melakukan hubungan usaha dengan Calon Masabah, hubungan usaha yang dimaksudkan
dalam hal im adalah penutupan asurans: maupun ransaks) op up premi unggal;

b, Terdapat transaksi kevangan denpan mata wang rupish dan/aiay mata uang asing vang
nilanya paling sedikil atau setara dengan Rp. 100,000 000,00 {seratus juta rapaah);

¢ Terdapal indikasi Transaks: Keoangan Mencunigakan vang terkainl dengan Pencucian Uang
dan/atau Pendansan Teronsme, atau

d.  Perusshaan meragukan kebenaran informasi vang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah,
penerima kuasa, den/atau Pemlik Manfaat { Reneficial Cwner)

4.1. Kebijakan ldentifikasi Nasahah
Kebijakan identifikas Nasabah mencakup hal-hal sebagm berikut:

a  Permintasn Informas: mengenal Calon Nasabah:

b, Permimtaan bukn-bukt identitas dan dokumen pendukung informasi dari Calon
Masabah;

¢ Penelinan atas kebenaran dokumen pendukung identitas Calon Nasabah:
Permuntaan karlu identitas lebih dan satu vamg dikeluarkan oleh Pihak yang
berwenang. apabila tesdapat keraguan terhadap kartu identitas vang ada:

¢ Apabila diperlukan dapa dilakukan wawancara dengan Calon Nasabah uniuk
memperoleh kevakinan atas kebenaran informas:, bukti-bukn dentiias  dan
dokumen pendukung Calon Nasabah:

{  Pertemuan langsung (fece fo face) dengan Calon MNasabsh pada awal melakukan
hubungan usaha dalam rangka meyvakini kebenaran identitas Calon Masabah
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4.1. Permintaan Data dan Informasi pada Calon Nasabah

Sebelum melakukan hubungan vsaha dengan Calon Masabah, Perusahaan wajib
meminta informas untuk mengetahui profil Calon Nasahah

Informasi vang wajib diminta terhadap Calon Nasabah paling kurang mehputi:
a bam Calon Masabah orang perseorangan (natural person );

1)

2)
3)
4)
5)

identitas vang memuat;

nama lengkap termasuk nama ahas (jika ada);

nomor dokumen deniias,

alamat tempat tinggal sesual dokumen identitas dan alamal tempat
tinggal lain (jika ada);

lempat dan tanggal lahir,

kewaranagaraan;

pekerjaan;

alamat dan nomor telepon tempat kenja (pka ada);

Jenis kelamin, dan

slatus perkawinan;

identitas Pemilik Manfant (Beneficial Ohwner), jika ada;

sumber dana;

penghasilan rsla-rata per tahon, dan

maksud dan wjuan hubungan usaha atau transaks: vang akan dilakukan
Calon Nasabah

b.  bagi Calon Nasabah Korporas:

1)

2)

identilas vang memuat

nama korporas;

nomor 1an dan instans: berwenang,
bidang usaha atau kegiatan:

alamat kedudukan,

tempat dan tanpeal pendirian;

bentuk badan hukum atau badan usaha;

identitas Pemihik Manfaat (Bencficial Cwner) apabila Calon Masabah
memiliki Pemilik Manfaat ( Bereficial (hner):
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3) sumber dana; dan
4)  maksud dan twuan hubunoan wsaha s ransaksi vang akan dilakukan
Calion Nazabah

bagl Calon Nasabah perikatan lamnnya (legal arrangemenr)
1] identitas vang memuat:
nama;
nomor tan dan instans: berwenang (jika ada);
- alamat kedudukan:
bentuk penkatan (/egal arrangemenr);
2) dentrias Permlik Manfast (Bereficial Owner) apabila Calon Nasabah
memiliki Permilik Manfaat (Beneficial Ovwner),;
1) sumber dana; dan
4)  maksud dan tujuan hubungan usaha atau wransaksi vang akan dilakukan
Calon Nasabah,

4.3. Permintaan Dokumen Pendukung pada Calon Nasabah

1. Calon Nasabah Perorangan

i

Informasi Calon Nasabah perorangan wajib didukung dengan dokumen
identitas dan spesimen tandatangan,

Informasi tersebul dapat dilengkapi dengan dokumen pajak seperti salman
Lartu NPWP, Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), atau dokumen lainnya vang
mencantumkan NPWP. Dalam hal Calon Nasabah / Nasabah merupakan
pihak vang berdasarkan Undang-Undang tdak wapb memiliki NPWP seperti
Ibu Rumah Tangga vang tidak memiliki penghasilan, pelajar | mahasiswa,
maka NPFWP vang digunakan adalah NPWP dari Beneffcial Owner Calon
Nasabah / Nasabah tersebut antara lain susmi dan orang tua dari Calon
Mxsabah / Masabah.

Dalam hal Calon Nasabah Perorangan berdasarkan Undang-1Undang
diwajibkan memiliki NPWP namun belum memilikinva, maka Perusahaan
mefmintla sural permyataan dan Calon Nasabah vang menjelaskan bahwa vang
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bersangkutan  belum memiliki WPWP  dan  berkomitmen  segera
menyvampakan setelah memiliki NPWP

d Untuk Calon Masabah WMNA. maka dokumen identitas adalah Paspor vang
diserta dengan Kartu [z Tinggal sesua dengan ketentuan keimigrasian
Dalam hal Calon Nasabah WNA tidak menetap di Indonesia, maka dokumen
Kartu l#m Tinggal dapat dipantikan oleh dokumen lainnva vang dapm
memberikan kevakinan tentang profil Calon Nasabah WNA 1ersebut antara
lam surat referensi dan seorang berkewarganegarsan Indomesia - atau
perusahaan / Instansi / Pemerintzh Indonesia mengenai profil Calon Masabah
vang bersangkutan

2. Calon MNasabah Korporasi

- Uniuk mformas Masabah Korporas: wapb didukung dengan dokumen ideniiias

perasahaan, varu;

o Karu NPWP Perosahaan,

b Surat ian tempat usaha atau dokumen lain yvang dipersvaratkan oleh instans
berwenang:

¢, Spesimen tandatangan dan kuasa kepada pihak vang ditumjuk mempunvai
wewenang bertindak wunluk dan aias mama perusahaan dalam melakukan
hubungan usaha dengan BRI Life;

d  Struktur Manajemen Perusahaan;

e Swukiur Kepermilikan Perusahaan;

f  Laporan Keuangan atau desknps kegatan usaha perusahaan;

Untuk Calon Nasahah korporasi berupa Penvedia Jasa Keuangan (PIK), dokumen

vang disampaikan paling sedikit meliputs:

a Akta pendinan / Anggaran Dasar PJK,

b, [zin usaha dan instans yvang berwenang, dan

€. Spesimen tandatangan dan kuasa kepada prhak vang ditumjuk mempunyai
wewenang bermindak uniuk don ains nama PIK dalam melakukan hubungan
usaha dengan BRI Life

A
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Uniuk Calon Nasabah Komorast berupa Yayvasan, wajb memnia dokumen

pendukung informasi paling sedikin mealipui

i lan kegiatan vayasan,

b.  Desknpsi kegiaian vayasan;
Struktur dan nama pengurus vavasan, dan

d  Dokumen identitas anggola pengurus atau pemegang kuasa dan anggota
pengurus vang berwenang mewakili vayvasan uniuk melakukan hubungan
usaha dengan BRI Life,

4.4. Proses Verifikasi Calon Masabah
1. Perusahaan wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon MNasabah melalu
pertemuan langsung (face to face) dengan Calon Masabsh pada swal melakukan
hubungan usaha dalam rangka mevakim kebenaran identitas Calon MNasabah;

2 Proses venfikasi melalu pertemuan langsung (face to foce) sebagaimana dimaksud
pada poin (1) dapat digantikan dengan venfikas: melalm sarana elekiromk milik
Perusahaan atau milik pihak ketiga

3 Mhak ketiga sebagaimana dimaksud pada poin (2) wajib mendapal persemjuan dari
Oionias Jasa Keuangan.

4 Proses venlikasi melalw pertemuan langsung (foce fo face) sehagmmana dimaksud
pada poin (1) dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikui

a  venfikasi dilakukan melahn proses dan sarana elekironik mulik Perusahaan
dan/atau milik Calon Nasabah, dan

b, venfikasi wanb memanfaatkan data kependudukan vang memenuhi 2 (dua)
fakior olentikas.

4.5, ldentifikasi dan Verifikasi Beneficial (honer (BO)

| Peruzahaan waib memastkan bahwa Calon Nasabah / Nosabhah vang beriransaks
bertindak untuk din sendin atau untuk kepentingan Pemilik Manfasl (Remeffcial
Chwner)

M—Lﬂr
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2 Dalam hal Calon Nasabah / Nasabah benindak untuk kepentingan Pemuilik
Manizat ( Heneficral Owner), Perusahaan wajib melakukan CDD terhadap Pemilik
Manfaat ( Reneficial Chiner).

3 Dalam hal Permilik Manfast (Beneficral Chomer) sebagamana dimaksud pada poin
(2) tergolong sebagm Polittcally Exposed Person (PEP) maka prosedur vang
diterapkan adalah prosedur Enhanced Due Dilligence (EDD)

4 Dalam hal terdapat perbedaan ungkat risiko antara Calon Wasabah / MNasabah
dengan Pemilik Manfaal (Beneficial Chner), penerapan Cusiomer Due Diffigence
(CDD) dilakukan mengikutt tingkat n=iko vang lebih tmgg.

5. Dalam hal Calon MNasabah !/ MNasabah bukan merupakan Pemilik Manfaa
(Benefical Cwner), Perusahaan wajib melakukan identifikasi den venfikasi
identitas Pemalik Monfant (Heneficial Owner), berdasarkan informasi atan data
relevan vang diperoleh dan sumber yang dapat dipercaya

6 Bagi pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah |/ Nasabah vang
merupakan orang perscorangan (mamral person), wemtifikasi dan venfikas:
wdentitas  Pemilik Manfast (Beneflciel Owner) dilakukan terhadap mformasi
berupa:

a informas dan dokumen dentilas vang memuat:
nama lengkap termasuk nama ahas;
= nomor dokumen identitas;
- alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal
lain;
= lempat dan tanggal lahir;
- kewarganegaraan;
- pekenaan;
= alamm dan nomor telepon tempat kerja;
- jenis kelamin: dan
- status perkawinan.
b sumber dana,
¢ penghasilan rata-rata per tahumn;
d maksud dan tujuan hubungan usaha atay transakss vang akan dilakukan;

R ; S | *
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e, hubungan hukum antara Calon Nasabah / Nasabah dengan Pemilik Manfaat
fReneficial  Owner) vang ditunjukkan dengan sural penugasan, sural
perjanjian, sural kuasa atau bentuk ainnva: dan

f pernvataan dan Calon Masabah / Masabah mengena kebenaran identitas
maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Chener).

1. Bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dan Calon Nasabah / Nasabah vang
merupakan Korporasy, dentifikas: dan venfikasi idenfitas Permlik Manfaal
(Beneficial Cwner) dani Korporasi dilakukan terhadap informasi sebagaimana
dimaksud pada poin (6)

B Dalam hal Nasabah atau pemilik atau pengendali akhir dan Korporasi merupakan
perusshaan terbuka vang diwajibkan untuk melakukan keterbukaan mformas: atas
pengendali Korporasi dimaksud, atau anak perusshasn yang mayvontas dimihik
oleh perusahaan terbuka tersebul, Perusahaan ndak perfu melakukan wdentifikasi
dan venfikasi terhadap data pemegang saham atau Pemilik Manfaat (Beneficial
Chwner) dan perusshaan terbuka tersebutl

0 Bagi Pemilik Manfaat {Reneficial Chwner) dan Calon Nasabah / Nasabah yang
merupakan perikatan lainnva (legal arrangemend) berbentuk s, dentifikas
dan verifikasi identitas Perilik Manfaot (Beneficial Owner) dilakukan terhadap
mifrmast berupa
a identitas penitip harta (seqlor);

b, dentnas penerima dan pengelola harta freusree).
identitas penjamin {prafector),

d identitas penerima manfaal (heneficiary) atau kelas penenma maniaal (class
of beneficiary); dan

e orang persecrangan fnatural person) vang mengendalikan frust.

10.  Dalam hal Perusahaan rage mengena apakah pihak vang menjadi pengendal
melalwt  kepemilikan  merupakan  Pemulik  Manfaal  (Beneficial  (hwner)
sebagaimana dimaksud pada pon (7), atau dalam hal wdak terdapat orang
perseorangan vang memiliki pengendalian melahn kepemilikan, Perusahaan
wajib melakukan dennfikasi dan verifikasi atas identitas dan  orang
perseorangan, jika ada vang mengendalikan Korporasi atau fegal arrangements
melalu bentuk lain,
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Dalam hal ndak ada orang persecrangan vang teridemtifikast sehaga Pemhik
Manfaat (Heneficial Cwner) sebagnimana dimaksud pada poin (7) dan (10),
Perusahaan wayb melakukan dentifikasi dan venfikas: atas wentitss dan orang
perseorangan vang relevan vang memegang posisi scbagm direksi atau vang
dipersamakan dengan jabatan tersebut

Dalam hal Calon Nasabah / Nasabah merupakan PJIK lain dalam negeri vang
bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaal (Heneficial Cwner), dokumen
mengenal Pemilik Manfant (Reneficiol Owner) dapatl berupa pernyvataan lariulis
dan Calon Nasabah / Nasabah

Dalam hal Calon Masabah [ Nasabah merupakan PIK lan di fuar negen vang
menerapkan program APL dan PPT vang paling sedikit setara dengan Peraturan
OJK vang berlaku vang mewakili Permlik Manlaal Beneficial Owner) maka
dokumen mengenai Perilik Manfast (Beneficial ¢hwner) berupa pemvataan
tertulis dari PIK di luar nepen bahwa identitas Pemilhik Manfaat (FBeneficial!
Chwner) lelah dilakukan ven fikasi oleh PIK di luar negen tersebul

Dalam hal penerapan program APL dan PPT sebagaimana dimaksud pada poin
(13}, vang dilakukan oleh PIK di luar negen tdak setara dengan Peraturan OJK
vang berlaku, PJK dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT
berdasarkan Peraturan OJK vang berlaku,

Dalam hal Perusahaan meragukan ajau tidak dapat mevakini identitas Pemilik
Manfaal [Hemeficial (hmer), Perusahaan wajib menolak untuk melakukan
hubungzan usaha atau transaks) dengan Calon Nasabah | Masabah.

Kewajiban penvampaan dokumen dan'atay imformasi identitas pemilik atau
pengendal akhor Pemilik Manfaal (Beneficaal Owner) tidak berfaku bag Pemilik
Manfaat (Beneficial Owner) berupa

a. Lembaga Negara atau Instansi Pemerintal;

b. perusahaan vang mayornitas sahamnya dimilika oleh negara; atau

¢ perusahaan publik stan eniten.

P
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4.6, Prosedur Cusiomer Due Dilfigence (CDD) Terhadap Penerima Manfam
{ Beneficioryy dar Asuransi Jiwa dan Produk Investasi Lain Terkait Poalis Asuransi

1 Perusahaan wajib melakukan Customer Due Diffigence (CDDY) terhadap
penerima manfaal (hemeficiary) dan ssuransy jiwa dan produk investas: lmin
terkait dengan polis asuransi, sepera seielah penerima manfasl (hemeficiary)
diidentifikasi atau ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut
a. untuk penenma manfaal (bemeficiary) vang telah dindentifikasi schaga
perorangan atau non perorangan, Perusshaan wapb meminia nama orang
perseorangan (natural person) alan Korporasi atan perikatan lainnva (legal
arrangemeni) dan pensnima manfaal (henefickary) tersebul; atau

b. untuk pemenma manfaal (bemeficiary) vang telah ditunjuk berdasarkan
karakieristik  atav  berdasarkan cara lain, Perusshaan wajpb  meminta
nformasi vang memadal mengena pencrima manfaat (hemeficiary) untuk
mevakinkan Perusahaan bahwa informasi tersebul dapal digunakan umisk
membuktikan wdentitas dan  penenima manfaat (hemeficiary) pada saat
pembavaran klaim asurans,

2, Seluruh informasi sechagaimana dimaksud pada poin (1), waph dicatat dan
dikelola sesuai dengan ketentuan OJK vang berlaku

3 Verfikas: terhadap identitas penennma manfast (hemeficiary) sebagaimana
dimaksud pada poin (1), wajib dilakukan pada saat pembayaran klaim ssurangi.

4.7. Prosedur Customer Due Dilligence (CDD) Sederhana

1. Perusahaan menerapkan prosedur OO0 yang lebih sederhana dan prosedur 140
vang ada terhadap Calon Nasabah vang memiliki tingkat nsiko terjadinva pencucian
uang dan pendanaan teronsme tergolong rendah atay memenuhi kritenia sehagai
berikut
a Calon nasabah berupa emiten atau perusahaan publik vang tunduk pada

keterninan  peraturan  perundang-undangan  fentang  kewajiban  untuk
mengungiapkan kinerjanva.
b.  Calon nasabah perusahaan vang mavoritas sahamnyva dimliki oleh pemenntah.
¢. Calon nasabah merupakan lembaga negara alau instansi pemerintah,
h%}ﬁ
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Calon nasabah vang berdasarkan pemlaian nsiko terjadinva pencucian uang
dan/stzn pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria calon
nasabah dengan profil dan karakteristk sederhana

Produk asuransi ndak menjarjikan pengembaban dana sebelum atau setelah
berakhirnva masa pertangpungan.

Produk asuransi vang jumlah pembayaran regulernya apabila disetahunkan tadak
lebih dari Rp 25 000000, - oo publuh lima futa rupieh),

Produk asuranse vang pembavaran  prems  funggalnya  tidak  melebibo
Bp.25 000 000, - (g prduh lima jula rupiah),

1. Bam Calon Nasabah perorangan yvang memenuhi knteria dimaksud pada pomn |
isatu) di atas, Masahah wajib menvampaikan identitas vang memuat:

=

e n

i

Mama lengkap.

Momor dokumen identitas,

Alamat tempai inggal sesom dokumen ideniitas;
Alamat tempat tinggal lain sesual dengan domasili;
Tempat dan tangeal [ahir;

Nomor Lelepon (jika ada),

3. Bap Calon Masabah vang berbentuk perusashaan vang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud di atas perusahaan wapb menyampakan identitas yang

miermial:

a Nama Perusahaan,

b Alamat Perusabaan,

e, Momor Telepon Perusahaan;

d.  Dokumen identitas pihak vang ditunjuk mempunya wewenang bertindak untuk

dan atas nama perusahaan;

4, Prosedur D0 yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada pein | (satu) di
alas Didak berlaku apabila terdapat dugaan fransaksi pencucian uang donatau
pendancan terorisme, sehingea wajib dilakukan COD dan ED8D,

5. Perusahaan wajib menatakerjakan dafiar Calon Nasabah dan Nasabah vang
mendapm perfakuan D0 sederhana
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48. Pelaksanaan Customer Due Dilligence (CDIDY) oleh Pihak Ketiga

| Perusahasn dapat menggunakan hasil CDD vang telah dilakukan oleh pihak ketiga
terhadap calon nasabahnva vang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut

2. Dalam hal Perusahaan menggunakan hasil CDD pihak kenga sebagaimana dimaksod
pada poin (1), Perusahasn wajib:

a  memaham maksud dan twjuan hubungan usaha; dan

b. mengdentifikasi dan memverifikasi nasabah dan pemilik manfaat (heneficial
CFWHET)

3. Dalam hal Perusahaan menggunakan hasil CDD vang telah dilakukan oleh pihak
ketigs, tanggung jawab CDD tetap berada pada Perusahaan
4. Dalam hal Perusahaan menggunakan CDD pihak ketiga:

a  Perusahaan wapb sesegera mungkin mendapatkan mformas: vang diperiukan
terkait dengan prosedur CDDy;

b Perusghaan wajib memiliki kerja sama denpan pihak ketign dalam bentuk
kesepakatan tertulis;

¢.  Perusashaan wajpb mengambil langkah vang memada untuk memastikan bahwa
pihak ketiga bersedia memenubi perminiaan informasi dan salinan dokumen
pendukung segera apabila dibutuhkan oleh PT Asuransi BRI Life dalam
rangka penerapan program PMN, APU dan PPT;

d  Perusshaan wajib memastikan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga
keuangan dan penvedia barang danfatau jasa dan profesi terteniu vang
memiliki prosedur CDD dan iunduk pada pengawasan dan otonias berwenang
sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

2 Perusahaan wajib memperhatikan informgs terkast nsiko negars tempat pihak
keliga tersebut berasal

5. Perusahaan wajib memastikan bahwa pihak ketga berada dalam negara vang patuh
terhadap standar Financial Action Task Force (FATF); dan

6, Apabila CDD dilakukan oleh keapenan atau oursewrcing maka Perusahaan wajib
melakukan CDD Ulang.

7. Persvaratan vang wajib dipenuhi oleh pihak ketiga sebagnimana dimaksud sebagei
berikut,

& Memiliki prosedur 00 sesua dengan ketentuan vang herlaku;
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b. Memiliki kerja sama dengan PT Asuransi BRI Life dalam beniuk kesepakatan
tertulis,
¢c. Tunduk pada pengawasan dan olontas berwenang (Otonlas Jasa Keusngan)
sesuai dengan ketentuan yvang berlaku;
d. Bersedia memenuhi permuintaan informasi vang paling kurang berupa informas:
mengeni
1} Mamalengkap sesuai dengan vang tercanium pada kariu ideniiias.
2} Alamai, tempat dan tanggal lahir;
3) Nomor kartu identitas, dan
4) Kewarganegaraan dan Calon Nasabah;
e. Bersedia memenuhi permintasn salinan dokumen pendukung segera apabila
dibutuhkan oleh PT Asuransi BRI Life dalam rangka pelaksanaan Program
PMMN, APL dan PPT, dan
. Berkedudukan di negara vang udak tergolong bensiko unggl Informasi
mengena tingkal risiko suam negara antara lain dapat dilihar dalam website
wne fatf-gafl org ataun www apgml org.
8, Dalam hal perusahaan menunjuk prhak ketiga perusahaan wajb
o Memihikn dan melaksanakan prosedur up kelayakan dan pengawasan prhak
ketiga dalam penerapan ¢ TH;
b. Memastikan penerapan "D/ yang dilakukan pihak ketiga telah sesuai dengan
prosedur vang ditetapkan oleh perusahaan;
Melaksannkan penatausahaan dokumen hasil OO0 vang dilakukan pihak ketiga;
d.  Bertanggung jawab atas hasil €70 vang dilakukan pihak ketiga

b

L - —  —  —  —— — ——— — ]
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BABV
PROSEDUR ENHANCED DUE DILLIGENCE (EDD)

5.1. Enhanced Due Dilligence (EDD) Terhadap Calon Nasabah / Nasabah Berisiko Tinggi

I Perusahaan wajib memliki sisiem manajemen nsiko vang memadai  untuk
menentukan apakah Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat {Beaeficial
Owner) termasuk kntena bensiko tngm Kriteria bensiko ungg tersebut dapat
dilihat dan:

a  Latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabab, atau Pemulik Manfaat
(Beneficial Owner) \ermasuk Nasabah bensiko tinggy (High Risk Customer);

b. Produk asurans: yang berisiko unggi untuk digunakan sebagas sarana Pencucian
Uang dan/atau Pendanaan Teronsme,

¢ Transaksi dengan pihak vang berasal dari Negara Bensiko Tingg (High Risk
Countries),

d  Transaksi udak sesuai dengan profil,

¢ Termasuk dalam kategon Polincally Exposed Person (PEP),

" Bidang usaha Calon Nasabash Nasabah, atau Permlik Manfaat (Beneficial
Owner) wermasuk usaha bensiko unggi (High Risk Business).

¢ Negara atau tentor asal, domusih, atau dilakukannva transaks: Calon Nasabah,
Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) termasuk Negara Bensiko
Tingg (High Risk Countries),

h  Tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial
Owner) dalam daftar terduga teroris dan organisasi terons, dan daftar pendanaan
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, atau

i+ Transaks: yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemulik Manfaat
(Beneficial Owner) diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa kevangan,
tindak prdana Pencucian Uang, dan‘atau indak pidana Pendanaan Terorisme

Terhadap Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Benefictal Owner) vang
memenuhi kriteria bensiko unggi dibuat dalam daftar tersendin;

3. Dalam hal Calon Nasabah / Nasabah melakukan transaksi vang berasal dar Negara

Berisiko Tinggl (High Risk Countries) vang dipubhikasikan oleh FATF untuk
dilakukan langkah pencegahan (countermeasures), maka Perusahaan wapb

L
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melakukan Efnfanced Due [illigence (EDD) dan meminta  konfirmasi serta
klarifkasi kepada otoriias terkain
4. Verifikasi informasi dalam pelaksanaan EDD dilakukan antara lain dengan cara:

a  Mencar informasi tambahan tentang nasabah bersangkuian dan melakukan
pengkinian data nasabah atau pemilik manfaat (Beneficial Owner),

b. Mencan informasi tambahan tentong sifal peruntukon dari hubungan bisnis
tersehut,

c Mencari informas: tambahan mengena sumber dana atau sumber kekovaan
nasabah tersebul;

d Mencan informas: tambahan mengenar alasan dan transaks) vang dimaksud
man vang dilakukan; dan/atau

¢ Meminta persetujuan dan Pajabal Semior sesuai kewenangan vang distur untuk
menerima atau menolak hubungan hsnis tlersebut

5  Dalam melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah yang dianggap dandatau

diklasifikasikan mempunval tingkat risiko tinggl. Pejabat Senior beriangpung jawab

aias putsan lersebut dan berwenang unituk:

a Memberikan persetujuan atau penclakan terhadap Calon Nasabah vang
bensiko tmgg:

b Membust kepuilssan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan ussha
dengan Masabah atau pemilik manfaay (Beneflcial Owner) vang tergolong
hensiko tinggi.

52. Enhanced Due Dilligence (EDD) Terhadap Penerima Man@aat { Beneficiary)

1, Perusahaan wajib memasukkan penenma manfaa (beneficiary) dan polis
asuransi jrwa sebaga salah satu faktor nsiko vang relevan dalam memastikan
apakah Enhanced Due Dilligence (EDD) perlu diterapkan.

Dalam hal Perusshaan menetapkan bahwa penenma manfaat (hemeficiary)
termasuk dalam katepori bensiko tnggi atan Podincally Exposed Person (PEP),
Perusahaan wajib melakukan EDD vang mencakup pula idennfikas: dan
venfikasi terhadap sdentites Permilik Manfast (Bengficial Chwner) dari penerima
manfant (hemeficiery) pada saal pembayaran klaim ssuransi

3 Dalam hal penerima manfaat (beneficiary) dan/atau Permilik Manfaat (Feneficial

Chwrier) dan penenma manfaa (hemeficiary) pada sang bavaran klaim gsurans
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jiwa  adalah  Pelitically  Exposed  Person (PEP),  Perusahaan — wajib
menginformasikan kepada pejabal senior sebelum pembavaran klaim asurans:
Jwa untuk melakukan pengawasan lebih lanju terkait hubungan ussha dengan
pemegang polis dan melaporkannyva sebagal Transaksi Keuangan Mencun gakan

e —————————— A
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BAB V1
PENOLAKAN TRANSAKSI DAN PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA

|l Perusshasn wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, dalam hal

Calon MNasabah.

a  Tidak memenubi ketentuan dalam hal pembenan informasi dan dokumen vang
dipersvarstkan oleh penusahaan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT,

b.  Diketahui dan/atan patul diduga menggunakan dokumen palsu,
Menvampakan informas: vang diragukan kebenarannva, dan/atau

d.  Terdapat dalam daftar terduga teroris dan owganisasi terons, dan‘atan dafiar
pendanaan Proliferasi Senjatn Pemusnah Massal

[ 3% )

Perusahasn wagib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan

usaha dengan Nasabah dalam hal-

a  Kriteria sehaguimana dimaksud poin (1) diatas,
Memiliki sumber dana transaksi vang diketahui dan/atau pamnt diduga berasal dan
hasil tindak pidana: dan/atau

c. Terdapai dalam daftar terdusa terons dan orgpamsasm terons, dan'atau dafiar
pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

3. Perusahaan tetap wajih menvelesaikan proses idenifikasi dan verifikasi terhadap identitas
Calon Nasabah dan Pemlik Manfaat (Beneficial Owner), dalam hal penolakan hubungan
ussha dengan Calon Masabah,

4. Dalam hal Perusahaan menduga adanva transaksi kevangan terkait dengan tindak pidana
Pencucian Llang dan Pendanaan Terorisme, dan Perusahasn meyvakim bshwa proses
Customer Die Dilligence (CDD) akan melanggar ketentuan anti fipping- off, Perusahaan
wayib menghentikan prosedur Customer Duie Dilfigence (CDD) dan wajib melaporkan
Transaksi Keuangan Mencurngakan tersebut kepada PPATK

=

Perusshaan berkewapiban melaporkan Calon MNasabah alan Nasabsh vang memenuhi
kriteria dimaksud pada poin (1) dan (2) dalam Laporan Transaksi Kevangan Mencurigakan
apabila transaksinva mencurigakan, .
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f Kewajiban Perusahaan untuk menolak ansaks, membaailkan, dam‘alan menutup
hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau Nazabah sebagmimana dimaksud dalam pomn |
(satu} dan 2 (dua) waph dicantumkan dalam perjanjian awal dengan Calon Nasabah /
Masabah

7 Dalam hal penotupan  hubungan  usaha sebagaimana dimaksud pada  poin
{(6), Perusshaan wajib memberitahukan secara teriulis kepada Nasabah mengena
penutupan hubungan usaha tersebut

Pedoman Pelaksanaan Penerapan Anl Pencucian Uang (APU | & Parcegahan Pendanaan Terosisme [PPT)  Page 35;! |Iﬂ‘



(K eRiiite

Proleial Yass Depen Tarpercays

BAR VI
PEMANTAUAN DAN PENGKINIAN

T.1. Pemantavan Transaksi Masabah

:

7

daftar pendanaan Proliferas: Senjata Pemuznah Massal :

Perusahaan wapb melakukan pemaniauan terhadap hubungan usaha dengan

Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk memastikan bahwa

transaksi vang dilakukan sejalan dengan pemahaman Perusahaan aias Nasabah

kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananva

Perusahaan wajib melakukan anahsiz terhadap seluruh transaksi vang tidak

sesum dengan profil Nasabah

Perusahaan dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tyjuan transaksi

terhadap wansaksi vang Udak sesusi denpan profil  Nassbah, dengan

memperhatkan  ketentuan ann  nppmg-off  sebagaimana  dimaksud  dalam

Undang-Undang vang mengalur mengena pencegahan dan pemberantasan

lindak pidana Pencucian Uang

Dalam melaksanakan pemantauan, Perusahaan wajib memilikan sistem vang

dapat

a mengidentifikas), menganalisis, memantay, don menvedikan laporan
secara efektsl mengenan profil. karaktensuk dan/atau kebiasaan pola
transaksi vang dilakukan oleh Nasabah, dan

b, menelusun setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas
identitas Nasabah,

e bentuk transaks, tanggal transaks), jumlah dan denomunas! transaks:, seria
sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

Dalam hal data dan/atau informas: vang disampaikan MNasabah tidak membenkan

penjelasan vang mevakinkan, maka Perusahaan wajib melaporkan Transaksi

Kensngan Mencungakan tersebut kepada PRATK

Perusahasn wajib melakukan pemantauan vang berkesmambungan terhadap

hubungan ussha'transaks: dengan Masabah vang berasal dan MNegara Bensiko

Tingg (High Risk Counrries).

Perusahasn wapb memelihara daftar terduga terons dan orgamsasi lerons, dan
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Perusahaan wajib melakukan identifikasi dan memasnkan secara berkala nama
Masabah vang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah dengan
nama dan informasi vang tercantum dalam daftar terduga terons dan organisas:
terons, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Dalam hal terdapat keminpan nama Nasabah dengan nama vang tercantum
dalam daftar terduga teroris dan orgamicasi lerors, dan dafar pendanaan
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Perusahaan wajib memastikan kesesuman
identitas Masabah tersebut dengan informas lain vang terka

Dalam hal terdapar kesamaan nama Nasabah dan kesamaan miormasi lamnyva
dengan nama vang lercantum dalam dafiar terduga terons dan orgamsasi terons,
dan daflar pendmnaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Perusahaan wapb
sepers melakukan Pemblokiran secara serta merta,

Dalam hal Perusshaan telah melakukan Pemblokiran secara serta meria terhadap
Masabah vang tercantum dalam dafier terduga terons dan organisasi terons.
Perusahasn  wajib  melaporkannya sebagai  laporan Transaksi  Keuangan

Mencungakan

7.1, Pengkinian Data Nasabah

P s S v S Y

Perusashaan wagib melakukan upava pengkinian data. informas:, dan/man dokumen
pendukung dalam hal terdapai perubahan vang diketahui dan pemantauan vang
dilakukan oleh Perusshaan terhadap MNasabsh atau nformasi lun vang dapal
dipertanggnmgjawabkan,

Perusshaan wajib mendokumentasikan upava pengkinian data sebagaimana
dimaksud pada pom (2)

Dalam melakukan penglkinian, Perusahaan wapib:

o melakukan pemantavan terhadap informas dan dokumen Nasabah;

b.  menyusun laporan rencana pengkinian data; dan

¢ menyusun laporan realisasi penghkinian data

Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data wajib mendapat persetujuan darn
Dreks:
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BAB VI
PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PELATIHAN

8.1. Pengendalian Internal

1. Dalam rangka merummalkan poiens nsiko penerapan program APU dan PPT,
sistem pengendalian internal harus efeknl dan mampu secara tepal wakiu
mendeteks: kelemahan dan pervimpangan vang terjadi dalam penerapan program
APLl dan PPT

2 Pelaksanaan sistem pengendalian ivtermal vang efeknf dibuknkan dengan:

a  dimhkinya kebijakan, prosedur, dan pemantanan internal vang memadas;

b adanya batasan wewenang dan tanggung jawab unit kerja terkait dengan
penerapan program APU dan PPT; dan

¢ dilakukannya pemeriksaan secara independen oleh Satwan Kema Audit
Internal  atan  Pihak Eksternal lamnva untuk memastikan  efekiivitas
penerapan program APL dan PPT,

3 Darcks: beranggung jawab untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliks sorukiur
pengendalian intemal yang efektil termasuk untuk memantau dan melaporkan
transaks keuangan mencungakan,

8.1, Sistem Imformasi Manajemen

I Penerapan program APL dan PPT harus didukung oleh sistem informasi
manajemen  vang  dapal mengidentifikasi, menganalisis, memantan, dan
menvediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi  vang
dilakukan nasabah dengan mengpunakan parameter vang disesuaikan secara
berkala dan memperhatikan kompleksitas ussha, volume transaksi. dan risiko vang
dimiliki Perusahaan.

2. Kebyakan dan  prosedwr tertulis  vang  dirmliki Perusshaan  wayib
mempertimbangkan fakior wknologi informasi vang berpotensi disalahgunakan
oleh pelaku Pencucian Uang atau Pendanasn Teromsme. msalnva pembelian polis
asuranst pwa melalui inferner, penmiah transfer dana melalul faksmali atau tedepon,
dan transaks: elektronik lainnva

R e i — X, .
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3 Swstem informas vang dimiliki harus dapat memungkinkan untuk menelusun senap
transaksi (fndtwideal tremsaciion), baik untuk keperluan miemal dan/ataun Oiorstas
Jasa Keuangan, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan

4 Untuk memudahkan pemamauan dalam rangka menganalisis transaksi kevangan
vang mencunigakan, Perusahaan wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah
secara terpadu atau Single Customer fdentification File (Single CHF);

5. Informasi vang terdapat dalam Single CTF mencakup seluruh polis vang dimaliks
oleh Nasabah di Perusshaan, paling kurang meliputi informasi shb:

a  bag Calon Nasabah orang perseorangan (natural person).
I} identitas vang memual;
nama lengkap termasuk nama alias (jika ada);
nomor dokumen identitas;
alamat tempai tinggal sesum dokumen wdentitas dan alamar tempas
tmggal fam (jika ada):
lempal dan tanggal lahir;
- kewarganegaraan,
pekerjaan
- alamat dan nomor telepon tempart kerja (jika ada),
- Jenis kelamin, dan
- status perkawinan;
2} identitas Pemilik Manfaat { Beneficrial Owner). jika ada;
3} sumber dana;
4)  penghasilan rata-rata per tshun, dan
5)  maksud dan fyuan hubungan usaha sau transaks: vang akan dilakukan
Calon Nasabah
b.  bag Calon Nasabah Korporasi:
Iy wlentitas vang memual
nama korporasi;
nomor 1zin dan mstansi berwenang;
bidang usaha atau kegiatan,
- alamat kedudukan;
= lempal dan tangeal pendirian,
bentuk badan hukum atau badan usaha;
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2)  wdentitas Pemilik Manfaat (Heneficiad Cwner) apabila Calon Nasabah
memaliki Perulik Manfaar ( Beheficial Cvner),
3y  sumber dana; dan
4)  maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaks vang akan dilakukan
Calon Masabah
C bag Calon Nasabah perikatan lainnva (fegad arrangemeni)
1} identitas vang memuat;
nama,
nomaor wn dan instansi berwenang (jika ada).
- alamat kedudukan,
bentuk penkatan (fegal arrangementy,
2}y dentitas Pemilik Manfaat (Beneficial (hwner) apabila Calon Nasabah
memiliks Pesulik Manfaa { Beneficial Chwner),
3)  sumber dana; dan
4)  maksud dan tyjoan hubungan ussha ataw transaks: vang akan dilakukan
Calon Masahah

6. Untuk keperluan pemeliharasn Single CTF, maka sehap penambahan polis oleh
Masabah vang sudah ada wagib mengkaitkan polis tambahan tersebutl dengan nomor
informasi Nasabash dan Nasabah vang bersangkutan,

7. Uniuk membaniu proses identifikasi ransaksi keuangan vang memenuhi kriteria
pelaporan kepada PPATK, Perusahaan menggunakan sistem aplikas: Risk Based
Approach (RBA) APU PPT wvang terdin dan beberapa parameter vang
menghasikan repor transaks Nasabah

B Sistem  Risk Based Approoch (RBA) APU PPT juga dipunakan untuk
mengelompokkan nasabah berdasarkan rigiko lerhadap pencucia vang, seéria untuk
menghilung nsiko Perusahaan secara keseluruban berdasarkan pendekatan nsiko
tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan teronsme

83. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mencegah digunakannva perusahaan sebagai media atau tujuan pencucian
uang dan/atau pendanaan teronsme vang melibatkan pihak miem perusahaan, maka uni
kerga vang benanggungjawab melaksanakan perskrutan pegawai dan pelugas penjualan
harus melakukan:
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1. Prosedur penvaningan dalam rangka penenimaan pegawai baru dan petugas penjualan
(pre-emplovee screening) sebagai bagian dan penerapan Know Yowr Empiovee
(KYE); dan

2. Pengenslan dan pemantavan terhadap profil pegawar dan pelugas penjualan,
miencakup antara lam
a4} Perilaku:

b) Gava hidup,

84. Pelatihan

1 Divisi Kepatuhan dan Legal berkoordinasi dengan Unit Kena terkait melaksanakan
program pelatihan penerapan program APU dan PPT kepada seluruh pegawa dan
petugas penjualan, vang dilakukan dengan cara sebagan berikut
a Menyvusun program pelanhan bagi pegawa: dan petugas penjualan vang

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sefahun secara
berkesinambungan;
b. Melaksanakan program pelatihan sesum dengan jadwal program vang lelah
disusun
2. Moetode pelanhan dapat dilakukan secara elektronik (onfine bose) maupun melalum
tatap muka

3 Divis Kepatuhan dan Legal wayb mengembangkan maten pelatihan terkas
penerapan program APU dan PPT sesua dengan kebutuhan, dengan topik antara
laam-

@ Implemeniasi ketemtuan peraturan perundang-undangan vang terkait dengan
program APU dan PPT;

b, Teknik, metode, dan bpolog pencucian uang dan/atau pendanaan teronsme,

¢ Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sera peran dan
wngpung jawab pegawa dan petugas penjualan dalam mencegah dan
memberanias tindak pdana pencocian vang dan/atan pendanasn terorisme,
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BAR IX
PENATAUSAHAAN DOKUMEN

|.  Perusahaan wajib menatausahakan dokumen vang berkatan dengan data Nasabah dan
dokumen MNasabah terkait transaksi keuangan dengan jangka wakiu selama 5 (lima)
tahun sejak berakhimya hubungan uvsaha atao transaksi demgan Masabah atau
duemukannya ketidaksesuaan transaks dengan tujean ekonomis atau twjuan usaha.
2, Dokumen vang terkast dengan data Nasabah pada poin | (sat) di atas paling sedibat
mencakup:
Identitas Nazahah,
Informass transaksi meliput jenis, tanggal permntah transaksi, asal dan tujuan
transaksi, serta nomor rekening terkail dengan transaksi;
¢ Ha=il analisis vang telah dilakukan; dan
d  Korespondensi dengan Masabah
3. Perusshaan wayib memastikan bahwa seluruh dokumen baik vang terkait dengan data
nasabsh maupun dokumen yang terkail dengan transaksi Nasabsh dapai disediakan
setiap saal untuk kebutuhan olortas vang berwenang
4. Perusshaan wajib memberikan data. informasi, dan/atau dokumen vang ditatausahakan
apabila diminta oleh oloritas vang berwenang
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BAB X
PELAPORAN DAN SANKS]

10.1. Pelaporan
I(,1.1 Laporan Rencana Pengkinian Data dan Realisasi Pengkinian Data

& Laporan rencana pengkinian data dan Laporan realisasi pengkinian data
disetujur oleh Direksi

b.  Penvampaan laporan rencana pengkiman data disampaikan kepada OJK
paling lambat akhir Desember tahun benalan

¢ Penyampasan laporan reahsasi pengkinian data disampaikan kepada OJK
paling lambat akhir Januan tahun berkuinyva

10.1.2 Laporan Transaksi Kesangan Mencurigakan (LTEM)
it  Suatu transaksi dikategorikan mencurigakan apabila sekurang-kurangnva
memenuhi salah safu unsur sebagni berikut:

1) Transaka keuangan tersebut memyimpang dan profil, karaktenstk
atau kebigsaan pola transaks: dan Masabah vang bersangbutan;
= Profil Nasabsh adalah mencakup antara lain idenmas. pekerjaan

atau hidang usaha, penghasilan atau hasil usaha dan sumber
dana,

karakiensuk Nasabah adalah an-an khusus yvang melekat pada
Nasabah vang mencakup antara lain hngkup kegiaan pekerjaan
atau usaha,

* Kebiasaan Pola Transaksi Nasabah adalah kelariman transaks:
vang dilakukan oleh Masabah yang mencakup antara lain jumlah,
frekuensi, mata uang. produk, dan jangka wakiu,

2)  Tramsaksi keuanpan oleh Nasabah patul didugs dilakukan dengan
twyuan untuk menghindan pelaporan transaks: vang bersanpkulan vang
wajib dilakukan ole¢h Perusahaan sesuar dengan ketentuan dalam
Undang-undang Momor 8 Tabun 2010 entang Pencesshan dan
Pemberaniasan Tindak Pidmma Pencecian Uang;

e s T
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3) Transaksi keuangan dilakukan atau  batal dilakukan  dengan
menggunakan harta kekavaan vang diduga berasal dari hasil tndak
pidang; dan

4)  Transaksi keuangan vang dimunta oleh PPATK umtuk dilaporkan
karenn melibatkan heria kekavaan vang didugn berasal dan hasil
nndak pidana

b, LTEM terkan Pendanasn Teronsme vaitu transaksi kevangan mencurigakan
dengan maksud untuk digunakan dan/atau vang diketah akan digunakan
untuk melakukan tndak pidana terorisme dan pendansan proliferas: senjata
pemusnah massal

¢.  Dalam rangka memenubhi kewajiban pelaporan transaksi  Keuwangan
mencurigakan kepada PPATK dan untuk menghasilkan laporan transaksi
keuangan vang berkualitas, maka:

= Linnt Kena terkait melakukan:

1) Pemantauan transaks) Nasabah;

2}  Melaporkan Hasil Pemantavan kepada Divizi Kepatuhan dan
Legal sebagm LTEM

- Divisi Kepatuhan dan Legal wayjib melakukan identifikas transaks
keuangan mencungakan vang meliput
1} Pemantauan transaks) nasabah;

2)  Melakukan Anahsis  wransaksi mencungakan atas  hasil
pemantauan vang dilakukan dan‘atau atas hasil pelaporan dan
unil kerja terka,

1) Melaporkan LTEKM kepada PPATK atas Putusan Direkiur
Kepatuhan

d  Pemantauan transaksi WMNasabah wvang telsh dilakukan selanputnya
diindaklanjuti dalam proses amalisis atas transaksi vang tdak wajar

Analizis tersebut dapat dilakukan dengan melihat dan mengkap kesesuman

transaksi vang lidak wajar dengan Underlying Tramsaction {antara lan

sumber dana, nyuan transaksi dan hubungan para pihak) serta informas
lainnya vang diketahuw.

ﬂ.
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e  Dalam melakukan anahsis, unit kerja terkant dapal meminta nformas
kepada petugas penjualan, permuntaan informasi wijib memperhatikan
ketentuan mengena ann-tippmg off sebagmmana distur dalam Undang-
undang

{  Dalam melakukan idennfikas: transaksi kevangan mencungakan, umt kerja
terkait paling kurang hares memiliki dokumen Profil Nasabah, dokumen
transaksi Nasabah, dan daflar Nasabah dengan profil vang bensiko tmggi
(High Rigk Customer, lermasuk Polincally Exposed Person (PEP)),

g Dengan demukian faktor utama untuk menentukan transaksi vang
mencuri gakan adalah dengan menila kewmaran dan kelgsiman transaksi
vang dilakukan Nasabah

b Prosedur identifikas: Transaks: Keuangan Mencungakan dilakukan dengan
berpedoman pada ketentuan PPATE vang berlaku,

10.1.3 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
Berdasarkan keientuan intemal Perusahaan, iransaksi pembavaran premi, top up,
dan pembayaran klam mila twuna wapb melalui transaksi perbankan non tunai
dan jasa pelayanan non perbankan, schingga tidak ada transaksi kevangan tunai.

10.1.4 Laporan Sistem Informasi Penpguna Jasa Terpadu (SIPESAT)

& Pelaporan SIPESAT adalah pengelolaan secara elekironis dan lenntepras:
informasi spesifik Masabah pada Perusshaan vang mencakup idemiias
Masabah

b Pelaporan SIPESAT memuat informasi penambashan nasabah baru setiap
bulan dan dilaporkan secara tnwulan kepada PPATEK.

€ Ketentuan mengena pelaporan SIPESAT dan Perusahaan kepada PPATE
dikecualikan dan ketentuan kerashasisan Lembaga Keuangan sebagaimana
tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000  wentang
Pencegahan dan Pemberaniasan Tindak Pidana Pencucian Uang

d  Informasi Pelaporan SIPESAT meliput

1) Masabah' Pengguna Jasa Perorangan:
- MNama,

- Tempat lahr,

—Lﬂ;ﬁ.
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- Tanggal lahir,
- Alamar,

Mamor mduk kependudukan atay nomor dokumen identitas; dan
- MNomor profil Nasabah secara terpadu (sngle CTF),

2) Masabah/Pengguna Jasa berberuk Perusahaan
- Nama Perusshaan,

- Alamat Perusahaan;
- MNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan
MNomor profil Masabah secara terpadu (mingle CIF),
e, Informasi Nasabah vang disampaikan sehagaimana dimaksud adalah.

I}y Penambashan Mazsabah baru setap posisi akhir bulan Maret, Jum,
September, dan Desember; serta

2)  Penvampaman penambahan MNasabah baru disampaikan paling lambai
tanggal 15 bulan berikuinya Dalam hal tanggal 15 bulan benkutnva
sehagaimana dimaksud pada adalah han Sabtu, han Minggu, atau
harilibur nasional, maka disampaikan pada hari kerja berikuinva

10.2.  Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan Kepada PPATK
10.2.1.  Pelaporan Internal

a  Davisi Kepatuhan dan Legal secara akiil melakukan pemaniavan transaksi
nasabah dari sistem aplikasi Risk Based Approach (RBA) APU PPT
maupun dan sistem kepesertaan. Namun dermikian, ndak menutup
kemungkinan jugza unit kena terkan dapar melakukan pengajuan LTEM
kepada Divisi Kepatuhan dan Legal.

b Dokumen MNasabah vang dilampirkan oleh Unit Kega terkan dalam
pengajuan LTEM paling sedikit mencakup
- SPAJ/SPAK;
= Informasi transaksi polis;
= Surat Keterangan Nasahah,
- Farmulir FATCA - CRS;
= Sural Keterangan Petugas Penjualan;
= Analigis dan Underwriter,

- Fotocopy Dokumen Identiias Nasabah,
_—Lﬁﬁ
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* Fotocopy Karma Keluarga (Jika ada); dan
- Dokumen lmnnya vang diperlukan

¢. Senap Laporan Transaksi vang Mencungakan harus dilakukan analisis
terlebih dahulu oleh Divisi Kepatuhan dan Legal

d  Umit kerja terkail wajib menyampaikan LTKM kepada Divizi Kepatuhan
dan Legal dengan batas wakiu selambat-lambatnva ¥ (bga) han kena
setelah SPAJ diakseptas:;

e. Divisi Kepatuhan dan Legal melaporken LTEM ke PPATE melalw
sislem aplikasi GRIPS selambat-lambatmya 3 (nga) harl kerja setelah
diketabui adanva transaksi vang mencurigakan dan telah mendapatkan
putusan dan Dwrekiur Kepatuhan,

10.2.2. Pelaporan kepada PPATK

a  Penyampaan kewajiban laporan kepada PPATK tersebut dilakukan secara
elektromk dibukukan dengan tanggal penyvampaian fsubmig vang tercatal
secara olomatisasi di Aplikas: Pelaporan PPATK;

b Penvampaian LTKM dan SIPESAT disampaikan secara benar dan
lengkap sesusi dengan petmyuk Lala carn pengisian laporan sebagaimana
ditentukan dalam Peraturan Kepala PPATK:

¢, Penvampaian LTKM adalah dokumen vang bersafat sangal rahasia dan
dilarang dibentahukan kepada Nasabah vang bersangkutan maupun pihak
lmnnya vang tidak berhak,

d Kerghasiaan penvampaian LTKM merupakan tanggung jawab masing-
masing seluruh petugas dan pajabai terkait,

10.3. Larangan Pemberian Informasi Bagi Pihak yang Tidak Berhak {4ni Tipping Off)

. Dareksa, pegabal, pegawar, dan petugas penjualan dilarang membentahukan kepada
Nasabah atau orang lun baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara
apapun mengenas Laporan Transaksi Kevangan Mencunigakan vang sedang disusun
atau lelah disampaikan kepada PPATE

2. Direksi. pejabat, pegawal, dan petugas penjualan vang melakukan pelanggaran atas
ketentuan pada poin (1) akan dikenakan sanks: sesuai ketentuan vang berlaku

e e e = B
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3. Pegawal atau Petugss Penjualan vang ditugaskan oleh Direksi untuk meminta
mformas: dan Nasabah dalam rangka melakukan venfikas: rransaksi ndak rermasuk
dalam sipping-off

4. Pegawar atau Petugas Penjualan dilarang menginformasikan kepada Masabah pka
hasil verifikasi transaksi Nasabah tersebut dilaporkan sebaga LTEM

5 Jika Transaks: Keuangan Mencurigakan tersebut ielah dilaporkan ke PPATE, maka
selama investigasi lebih lanjut, langkah-langkah harus diambal ontuk memastikan
bahwa MNasabah vang dilaporkan tersebul ndak cunpa

10.4. Perlindungan Pelapor dan Saksi

l.  Secsuar Pasal £4 dan Pasal §6 Undang-undang Momor 8 Tahun 2010 temang
Pencepgahan dmn Pemberaniasan Tindak Pidana Pencocian Uang elah menvatakan
bahwa
a  Setiap orang vang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian

Uang, wapb diben perhindungan khusus oleh negara dan kemungkinan
ancaman vang membahavakan diri, jiwa  dan/miau  hartanya,  fermasuk
keluarganya;

b Setap Orang vang memberikan kesaksian dalam pemenksaan tindak pidana
Pencucian Uang. wapb diben perlindungan Khuosus oleh negara dan
kemungkinan ancaman vang membshavakan din, pwa, dan‘atau hartanva,
termasuk keluarganya;

€. Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana
huruf () dan (b} diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan;

2 Peélapor dan/ntau saksi indak dapat dituntul, bark secara perdaia maopun pidana, atas
laporan dan/atsu kesaksian vang dibenkan oleh vang bersangkulan Saksi vang
memberikan keterangan palsu di ates sumpah dipidana sesuar Ketentuan dalam
Kiab Undang-Undang Hukum Pidana (KLUHP)

105, Sanksi
I, Perusshaan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda wvaitu kewajiban
membavar sejumlah uang sebesar Rp 10000000 (seratus ribu rupiah) per han
keterlambatan per laporan dan paling banvak sebesar Rp 10 0000000 (sepuluh
juta rupiah),
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2.  Pelanggaran terhadap keteniuan Peraturan OJK  selan  pelanggaran  atas
keterlambatan penvampman laporan, dikena sanksi: admuustratil berupa:
4 penngatan atau leguran termulis;
b denda dalam bemtuk kewajiban membayvar s¢jumlah vang,

<. penurunan dalam penilaian tingkat kesshatan,
d  pembatasan kegiatan usaha tertentu;
¢ pembekuan kepiatan usaha tertentu.

I pemberhentian  pengurus  perusahasn  dan  selanjuinva  menunjuk  dan
mengangkal pengganti sementara sampai rapal umum pemegang saham
mengangkat pengganti vang tetap dengan persetujuan OJK; dan‘atan

g pencantuman anggoln Direksi dan anggota Dewan Konusaris, pegawai,
pemegang saham dalam dafiar orang lercela di sekior jasa keuangan,

3 Smnksi dends sebagmmana dimaksud pada pon (2.b) dapat dikenakan paling
banyak sebesar Rp 5000, 000, 000,00 (lima miliar rupiah) bag orang persecrangan
dan paling banvak schesar Rp. 15000 000 000,00 (ima belas miliar rupiah) bagi
perusahazn.

4. OJK dapat mengumumksn pengenaan sanksi admamstrabf tersebul  kepada
publik/masvarakat.

Y
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